PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
BADAN KOORDINASI NASIONAL PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN, DAN KEHUTANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dipandang perlu
membentuk Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian,

Perikanan, dan K ehutanan dengan Peraturan Presden;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor
4660);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN KOORDINASI
NASIONAL PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,
DAN KEHUTANAN.
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BAB |
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 1
(1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Badan Koordinasi Nasiond
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
(2) Badan Koordinas Nasiona Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 2
Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
mempunya tugas mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensnkronisaskan, dan
mengoptimalisasikan kinerja penyuluhan padatingkat pusat.

BAB Il
SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 3
(1) Susunan Keanggotaan Badan Koordinas Nasional Penyuluhan Pertanian,

Perikanan, dan Kehutanan terdiri atas:
a Ketua . Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
b. Wakil Ketua : 1) Menteri Pertanian;

2) Menteri Kelautan dan Perikanan;

3) Menteri Kehutanan;
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c. Anggota 2 1)

2)

3)

4)

5)

6)

Kepda Badan  Penyuluhandan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian
Pertanian,

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusie
Keautan dan Perikanan, Kementerian Kedautan dan
Perikanan;

Kepda Badan Penyuluhandan  Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kehutanan, Kementerian
K ehutanan,

Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kdautan,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Deputi Bidang Koordinas Energi, Sumber Daya
Mineral, dan Kehutanan, Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian,

Anggota tidak tetap yang ditetapkan oleh Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua
Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian,

Perikanan, dan K ehutanan.

(2) Anggota tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari

pimpinan instans dan pejabat struktural eselon | terkait.

BAB Il

SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI NASIONAL PENYULUHAN

PERTANIAN,

PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

Pasal 4

(1) Badan Koordinas Nasiona Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat Badan Koordinas
Nasiona Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
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